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Menimbang :

Mengingat: 1.

b.

KEPAIA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA}i

Bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat
mendasar dan sangat menentukan bagi perkimbangan anak dikemudian

utarna bagi tumbuh kembang
pertumbuhan perkgmbangan

sesuai dengan keunikan

cerdas,sehat, c eria, dam berakhlak muria **'*t 
*tffiH' 

ffSrH' " oT# ffi f,maupun mental dalam memasuki pendidikan iebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 4perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasionallpeny"l"iggaru
satuan Pendidikan Anak Usia Dini ALIFA Kecamatan 

-Bathin 
vIII.

tahwr 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian
lik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55Jambatran
Indonesia Nomor 3O4l)sebagaimana telah diubah

9:"9* Undang -Undang Nomor 43 Tahun t9e9 tentang perubahan atas
!-ndang-Uandang Nomor 8 tahun 1974 (lembaranNegara n-puUtit Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Nefara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Tentang Penyelenggaraan Negara yang
i dan Nepotisme (Lembaran Negara
or 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Imdonesia Nomor3 g5 1);

999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 1999 Nomor 39O3)Sebagaimana

U-ndang-Undartg Nomot 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daetah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200i Nomor l25,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N

Republik Indonesia Nomor 4g44);

4.



5.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2Jambahan lembaran negara

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik I-ndonesia Tahun 2005 Nomor
4l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496);

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan
Peaerapan Standar Pelayanan Miaimal (Lembran Negra Repubtrik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan
Pemerintahan Antaran Pemerintah,pemerintahan Daerah provinsi, Dan
Pemerintatran Daerah Kabupaten/tr(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor S2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2ol0 Tentang pengelolaau dan
penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara republic trdonesia tatlm 2010
nomor 23,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor
5lO5)sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Lomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan .ggnyelenggaraan pendidikan (tembaran Negara republic
Indonesia tahun 2010 nomor 8g,tambahan lembaran Negara r.p,rbli" Indonesia
nomor 4741)

Peraturan daeratr kabupaten sarolangun nomor 03 tahun 2008 tentang susunan
organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten sarolangun (embailn daerah
kabupaten sarolangun tahun 2008 nomor 03)sebagaimari telah beberapa kali
diubah terakhir dengan peratr:ran daerah kabupaten sarolangun nomor 3 tatlrn
2012 tefiang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten sarolangun
nornor 03 tahun 2008 temtang susrulan organisasi dan tata kerja dinas d;ah
kabupaten sarolangun (Lembaran daerah 

-kabupaten 
sarolangun tahtn 2012

nomor 3).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

MoU Mendiknas dengan Gubenrur dan para Bupati Seprovinsi Jambi
Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan penyediaan dha pendidikan
antara pemerintah Pusat dan Kabup atenlKota;

visi dan Misi Peme_rintah Kebupaten sarolangun Tahun 20l l s.d 2016 yarry
bertekad menJadi Kabupaten sarolangun yang lebih M4iu dan sejahterE

MEMTITUSKAIT{:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG ZIN OPERASIONAL/
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PATID) ALIFA KECAMATAN BATHIN VIII.

10.

Memperhatikan: a-

Menetapkan :

b.



.KESATU

KEDUA

KETIGA

Memberikan Tzin Operasional/Penyelenggaraan Satuan pendidikan
AnakUsiaDini Kepada:

Nama Lembaga
\amapenanggung Jawab
Pekerjaan
Kewarganegaraan
AIamat

Jangka Waktu berlaku Izin :

PAUD" ALIFA"
Umi Kalsunu SE
Pengelola
[rdonesia
Desa Dusun Dalam
Kec. Bathin VIII,
Kab. Sarolangun
2 (Dua) Tahun

Pemberian Izin sebagaimana dimakzud pada diktum kesatu akan dicabulapabila
tTudi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggmaan pendidikan-anak
usia dini sebagaimana diatur dalaur pedoman teknir p"i!"t*ggar* pendidikan
Anak Usia Dini Direktorat jenderal pendirtikan A"",i Usia Uiii-, non formal dan
informal Kementian pendidikan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
PadaTanggal Ol Vlant 20t7

PENDIDIKAN
SAROLANGUN,

UTAMA MUDA
NIP.l l03l 198301002

Tembusan Disanrpaikan Kepada yth,
1. Bapak Gubernur Jambi di Jrnbi
]. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun;

i' ltput Kepala Dinas pendidikan provinsi Jambi di Jambi;4. Sdr.Camat Bathin VIII Di Bathin VIII;
5- sdr-Kepala uprD pendidikan Kecamatan Bathin VIII di Bathin vI[


